
1. Undanq-Undanq Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lemb~n 
Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten 
bersama Bupati Klaten telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 
sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/021/2010 
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan 
Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 
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8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pe e an Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indones a Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia o or 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republi Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4422); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemer!ntahan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

6. Undang-Undang o or ~7 -c u 2...i 3 ·:::-:2:-; =-::-:::2- 
Negara Republik Indonesia Tahu 2 3 ~ _ -c 
Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 e-·2-; :::2-::2-ca araan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabu 2 - .! ......, r 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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Pasal 5 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Dae rah ini, terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, belanja dan Pembiayaan; 
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 
daerah; 

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; 
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; 
11. lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum terselesaikan 

dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 
13. lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obilgasi daerah. 

15.000.000.000,00 
7.500.000.000,00 

Pasal4 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan sejumlah Rp 35.945.294.000,00 
b. Pengeluaran sejumlah Rp 32.500.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp 27.500.000.000,00 
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 6.000.000.000,00 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 2.445.294.000,00 

(3) Pe geluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: 
a Pe be ukan dana cadangan sejumlah Rp 

e e-taa odal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 
e...,..., a -ara ;:>o' ok utang sejumlah Rp 

De e+a pinja an daerah sejumlah Rp 
e. Pembayaran Hutang Belanja Rp 

Pasal3 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp 907.425.827.000,00 
b. Belanja langsung sejumlah Rp 121.536.081.000,00 

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1 _ ....._"' = ==-' ~e s 
belanja: 
a. Belanja pegawai sejumlah Rp 76 . 987. ,00 
b. Belanja bunga sejumlah Rp 1.000.000.000,00 
c. Belanja subsidi sejumlah Rp 
d. Belanja hibah sejumlah Rp 72.487.210.000,00 
e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 37.136.424.000,00 
f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp 544.000.000,00 
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 34.067.285.000,00 
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 1.203.420.000,00 

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja pegawai sejumlah Rp 12.169.510.000,00 
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 80.686.082.000,00 
c. Belanja modal sejumlah Rp 28.680.489.000,00 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denqa 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. 

Pasal9 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 

Pasal 8 
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasa 7 
(1) Dalam keadaan darurat, per-e -:ah cae-a ----- ..... elakukan pengeluaran yang belum 

tersedia anggarannya, yang SE a-ijutnya ::alam rancangan perubahan APBD, 
dan/atau disampaikan dalam lap c?'1 realisasi a ... ;;c. ::- 

(2) Keadaan darurat sebagaimana (1) sekurang-kurangnya memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan -rnal dari a·· . tas pemerintah daerah dan tidak dapat 

diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadinya secara berulang; 
c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerin a daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang 

disebabkan oleh keadaan darurat. 

asa 6 
Anggaran Pendapatan oa 3e c. -~= -====- - -:=:- _ - - - ;;:: -=. - :: :o meru pakan landasan operasional 
kegiatan seluruh satuan erja · a en untuk Tahun Anggaran 2010 




